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Motto

The future never just happened, it was created.

(Will and Ariel Durrant)

Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya. Hanya ide yang berakar
ke bumi yang mungkin tumbuh dengan baik.

(Soe Hok Gie)

Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya
dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya. Dan mencintai
tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama
rakyatnya dari dekat.

(Soe Hok Gie)

Pada akhirnya aku berkeyakinan bahwa ketika Tuhan menempatkan aku di awal
perjalanan ini, Dia jugalah yang akan menuntun aku hingga akhirnya. Aku tidak akan
dibawa-Nya sejauh ini hanya untuk kegagalan.

(Sahabat-sahabat FH UAJY)

Bukalah mulutmu, berilah keputusan secara adil, dan berilah keadilan kepada yang
tertindas dan miskin.

(Amsal 31: 9)



KATA PENGANTAR

Ciri pokok otonomi daerah saat ini adalah Daerah diberi kewenangan yang
seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk mengurus rumah
tangganya sendiri lebih khususnya kewenangan untuk mengelola secara mandiri
keuangan daerahnya. Perubahan-perubahan besar dalam setiap segi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah semakin nampak dengan adanya ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah
satu tujuan dari kewenangan seluas-luasnya yang diberikan kepada daerah untuk
mengurus rumah tangganya sendiri antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan memudahkan

masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya dalam rangka melihat Kkinerja
pengelolaannya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai elemen
penting dari otonomi. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan dan penerapannya serta

bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Saat ini, proses penyusunan APBD



telah mengalami perubahan, yang semula hanya dilakukan melalui saluran eksekutif
yang dirumuskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(musrenbang), saat ini juga perumusan kepentingan dilakukan oleh legislatif melalui
kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (jasmas) yang dilakukan oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Begitu juga halnya dengan Penyusunan APBD
di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, yang menarik untuk dibahas adalah
pelaksanaan fungsi pemerintah yang didanai oleh anggaran terdapat kemungkinan
yang terjadi adalah kurangnya komunikasi yang sinergis di antara kedua lembaga
pemerintahan tersebut yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, Penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara
komprehensif mengenai hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa
Yogyakarta (D1Y). Dalam menganalisis permasalahan ini, Penulis juga mengkaji
tentang hambatan-hambatan dalam hubungan kedua penyelenggara Pemerintahan
Daerah ini dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) dan upaya dalam mengatasi permasalahan ini.

Penulisan  Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan dan
dimanfaatkan untuk kepentingan akademik serta didedikasikan secara khusus untuk

perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara bagi civitas

Vi



akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari
penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh sebab itu, masukan
korektif dan kritik dari pembaca sangat dibutuhkan oleh Penulis dalam

penyempurnaan penulisan hukum/skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus Penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi
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ABSTRACT

The research entitled The Relationship between Local Government of the
Special Area of Yogyakarta (DIY) and the Regional Legislative Councils of the
Special Area of Yogyakarta (DIY) in the Drafting of the Local Budget (APBD) of the
Special Area of Yogyakarta. There were three main problems discussed in the
research. First, the relationship between local government of the Special Area of
Yogyakarta and the Regional Legislative Councils (DPRD) of Yogyakarta in
drafting the Local Budget (APBD) of DIY. Second, the hitches that the local
government of DIY and the regional legislative council of DIY during the drafting of
the local budget. The third problem was the efforts that had to be done by the local
government of DIY and the regional legislative council of DIY to overcome the
hitches in the drafting process of the local budget.

The objectives of the research were to find out and to analyze the three main
problems stated. The method applied in the research was normative research focusing
on positive law in form of legislations as the main source and the secondary sources
such as printed and electronic books, law experts, the mass media, and the other data
from interviewing the selected correspondences. In the writing process, the writer
applied the deductive — inductive method. The writer summarized the analysis of the
problems in chapter Il. The end of chapter Il was the conclution and suggestions
related to the problems discussed in the research.

In the discussed and analysis of the problem, based on data obtained from
interviewing the selected correspondences, the writer concluded that three of the
problems experienced by local government of the Special Area of Yogyakarta and the
Regional Legislative Councils (DPRD) of Yogyakarta in drafting the Local Budget
(APBD) of DIY.
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